
GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEHNOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,
Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan anugerah dari Allah dan hak asasimanusia yang harus dilindungi untuk meningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajatkeschatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan upaya bersamaPemerintah Aceh, masyarakat, dan partisipasi pihak swasta:b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Oanun AcehNomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, perlu menetapkanPedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh:c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Acehtentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh,Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 19456 tentang PembentukanDaerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan PeraturanPembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1103),2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4436):

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072),6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5256),7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5372),

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29),

11. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi
Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 252):

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah:

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentangStandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan ProgramJaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1287),

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400):

15. Ganun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nangggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Oanun
Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Oanun Aceh
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
(Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11):

16.Ganun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Nangggroc Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor
08, Tambahan Lembaran Dacrah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 18),

17. Ganun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran
Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor Od, Tambahan Lembaran Daerah
Ke

Aceh Nomor 30):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakathukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorangGubernur.

2. Kabupaten /3
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2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatukesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khususuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturanperundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorangBupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalamsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan olehPemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai denganfungsi dan kewenangan masing-masing.4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotadan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan

di
fungsi dan kewenangan masing-masing.

9. Pemcrintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Acehyang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melaluiSuatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asaslangsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PemerintahKabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahanKabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkatKabupaten/Kota.
8. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yangdipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukanberdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPAadalah Dinas Kesehatan Aceh atau dengan nama lain yangmerupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kesehatanyang bertanggung jawab kepada Gubernur.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkatSKPK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau dengan namalain yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kotadi bidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yangdigunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan

perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatifyang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ataumasyarakat.
12.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secaraparipurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,gawat darurat.
13.Rumah Sakit Publik adalah institusi pelayanan kesehatan yangdikelola oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota danbadan hukum yang bersifat nirlaba.
14.Rumah Sakit Privat adalah institusi pelayanan kesehatan yangdikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk

perseroan terbatas atau persero.
15. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakanupaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangantingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif danpreventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya di wilayah kerja.
16. Sistem Rujukan adalah penyelenggara kesehatan yang mengaturpelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baikvertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsionalterhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahankesehatan.

17. Kesehatan ..../4
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17. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup
produktif secara sosial dan ekonomis.

18.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungankesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaankesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau jurannya dibayar oleh pemerintah.

19.Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat JKRAadalah suatu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungandalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
kepada sctiap penduduk Acch yang iurannya dibayar oleh
Pemerintah Aceh.

20. Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara
menctap di Aceh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
Aceh atau kartu keluarga tanpa membcdakan suku, ras, agama,
dan keturunan.

21. Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang
asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang
telah membayar :uran.

22. Peserta JKRA adalah seluruh penduduk Acch yang didaftarkan dan
jurannya dibayar Pemerintah Aceh.

23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Keschatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

P

B

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

JKRA bermaksud mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh
penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial,
ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan
produktifitas dan kesejahteraan rakyat.ke

Pasal 3
JKRA bertujuan untuk:
a. menjamin akses pelayanan bagi seluruh penduduk Aceh agar

terhindar dari beban biaya kesehatan yang melebihi kemampuan
bayar penduduk,

b. menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas mulai dari
pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai pelayanan tingkat
lanjutan, dan

Cc. mewujudkan reformasi sistem pembiayaan dan pelayanan
kesehatan di Aceh secara bertahap.

Pasal4
Sasaran JKRA adalah seluruh Penduduk Aceh yang didaftarkan dan
jurannya dibayar Pemerintah Aceh dan Penerima Bantuan Iuran (PBI)Jaminan Kesehatan dari Pemerintah.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5
(1) Pedoman pelaksanaan JKRA merupakan acuan bagi Pemerintah

Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, serta
pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan JKRA.

(2) Pedoman pclaksanaan JKRA sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubenur ini.

Pasal 6
Dana Program JKRA terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak
ditanggung oleh BPJS Kesehatan ditanggung olch Dinas Kesehatan
Aceh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 8)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang
menyangkut teknis

pelaksanaan
JKRA dilimpahkan kepada KepalaDinas Kesehatan Aceh.

Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2” Februari 2015

8 Jumadil Awal 1436

/SUBERNUR ACEH

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, Z, Februari 2015

I c Jumadil Awal 1436

(/PSEKRETARIS DAERAH ACEH“Pr
DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR «
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